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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5. 1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui apa saja hambatan dan 

tantangan penyelenggaraan layanan publik berbasis elektronik kabupaten Karawang. Pada 

indikasi awal peneliti menemukan empat elemen yang menghambat penyelenggaraan 

layanan publik berbasis online di karawang yaitu kesenjangan digital, edukasi dan 

pemasaran, kepercayaan, dan teknologi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

dengan menyebarkan kuesioner kepada 120 orang penduduk karawang peneliti hanya 

menemukan satu elemen yaitu edukasi dan pemasaran yang menjadi hambatan dan 

tantangan penyelenggaraan layanan publik berbasis elektronik kabupaten Karawang. 

Berikut merupakan kesimpulan berdasarkan temuan dan analisis terhadap empat elemen 

penghambat  

1. Kesenjangan Digital 

Kesenjangan digital bukan hambatan dan tantangan dalam penyelenggaraan layanan 

publik berbasis elektronik kabupaten Karawang. Temuan menunjukan bahwa literasi 

digital masyarakat kabupaten karawang sudah baik dan sumber daya TIK juga cukup 

siap. Meskipun demikian ketersediaan sumber daya TIK khususnya wifi gratis perlu 

menjadi perhatian pemerintah, sebagian responden dari kecamatan Cikampek, 

Karawang Barat, Telukjambe Timur dan Kota baru menyatakan bahwa wifi gratis di 

ruang publik belum disediakan secara merata oleh pemerintah kabupaten Karawang. 

2. Edukasi dan Pemasaran 
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Edukasi dan Pemasaran adalah elemen yang menjadi hambatan dan tantangan dalam 

penyelenggaraan layanan publik berbasis elektronik kabupaten Karawang. 

Berdasarkan temuan pada penelitian, upaya pemerintah dalam memberikan 

pengetahuan untuk mengenalkan layanan publik berbasis online masih rendah. 

Sebagian besar responden menyatakan tidak ada kegiatan pelatihan penggunaan 

aplikasi dan website layanan publik online, selain itu sebagian besar responden 

menyatakan tidak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi tentang layanan publik online 

yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian pemerintah perlu melakukan upaya lebih 

untuk memberikan pengetahuan tentang layanan publik online kepada masyarakat. 

3. Kepercayaan 

Kepercayaan bukanlah hambatan dan tantangan dalam penyelenggaraan layanan publik 

berbasis elektronik kabupaten Karawang. Berdasarkan temuan dan analisis 

menunjukan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tinggi. Kepercayaan 

masyarakat merupakan fondasi yang diperlukan dalam implementasi e-government, 

dengan kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada pemerintah sebagai penyelenggara 

e-government maka masyarakat sehingga hal ini tidak menjadi hambatan dan tantangan 

dalam penyelenggaraan layanan publik berbasis elektronik kabupaten Karawang. 

4. Teknologi 

Teknologi bukan hambatan dan tantangan dalam penyelenggaraan layanan publik 

berbasis elektronik kabupaten Karawang. Berdasarkan temuan pada penelitian, 

pengukuran terhadap enam indikator yang mencakup kegunaan (usability) dan 

kemudahan penggunaan (ease of use) menunjukan bahwa aplikasi dan website layanan 

publik meningkatkan kinerja pengguna dan mudah digunakan oleh pengguna layanan. 
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Namun beberapa responden mengakui masih mengalami kebingungan dalam 

menggunakan  menggunakan aplikasi dan website layanan publik online. 

 

5. 2 Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang hambatan dan tantangan dalam 

implementasi e-government adalah ketidaktahuan masyarakat tentang keberadaan e-

government maka peneliti memberikan saran kepada pemerintah daerah kabupaten Karawang 

saran sebagai berikut :  

1. Meningkatkan upaya edukasi layanan publik berbasis online dengan mengadakan 

kegiatan pelatihan untuk memberikan pemahaman terkait layanan publik online, 

mengajarkan cara penggunaan aplikasi dan website layanan publik, serta melakukan 

forum diskusi dengan publik untuk merespon kendala yang publik alami saat 

menggunakan aplikasi layanan publik. 

2. Memperluas penyediaan layanan internet gratis atau wifi di semua ruang publik 

sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan internet untuk mengakses informasi 

dan layanan publik berbasis online. 

3. Memberikan panduan dan instruksi yang jelas pada setiap aplikasi dan website layanan 

publik online. 
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